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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
 Tentukan target dengan spesifik, bayarlah, dan biarkan itu 
menjelma. 
 Jika orang lain tidur kamu harus bangun, jika orang lain bangun 
kamu harus berlari, dan jika orang lain berlari kamu harus 
terbang. 
 Sesuatu yang indah adalah sesuatu yang di dapat dengan 
perjuangan yang penuh rasa ikhlas dan sabar. 
 Hargai segala sesuatu meski itu tak terlihat, kelak sesuatu yang 
tak nampak itu akan menjadi mutiara yang menjadikan dirimu 
sebagai  orang yang dihargai. 
 Kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan 
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THE EVALUATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR 









Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta is the execution 
element of the Direktorat Jenderal Anggaran that has the position under and the 
one that has the responsibility to report to the Kepala Kantor Wilayah XIII 
Direktorat Jenderal Anggaran Semarang. The role of KPPN as the state general 
treasurer (Bendahara Umum Negara (BUN)) is maintaining the state income, 
executing the budget cash function, and executing the state accounting and also 
arranging the central state financial report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP)). 
The aim of the writer in doing the research is to evaluate the accounting 
information system for state income from the deposit of PBB and BPHTB. The 
steps taken were evaluating every accounting information system component that 
include the related parts, the document used.  
The result of this research is that there is some addition of the amount like: 
all of the state income transaction is enclosed with Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara (NTPN), and there is inferiority like: not all of the staffs can master and 
run the computer application program well. 
The conclusion of this research is that the accounting information system 
of state income from the deposit of PBB and BPHTB in KPPN Surakarta is 
maintained well and it is showed by the good function and coordination 
separation, so there is a good maintenance of the activity. 
Based on the research, the author gives some suggestions they are to give 
the training of computer application program to all the staffs in all of the section 
without any exception, to socialize the lateness of the report to the officer of the 
Bank or Perception Post, to report the state income to the central office of 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara in the beginning. 
 
 










A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Berdirinya KPPN Surakarta. 
 Pada jaman Belanda telah berdiri kantor perbendaharaan dengan 
nama Central Kantor Comtabilitet (CKC) yang kemudian berubah nama 
menjadi Kantor Pusat Perbendaharaan (KPP) setelah Kemerdekaan 
Republik Indonesia, namun selang beberapa waktu berubah lagi dengan 
nama Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di setiap 
ibukota propinsi. 
        Pada tahun 1970 nama Kantor Pusat Perbendaharaan Negara 
(KPPN)  diganti menjadi Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN) 
yang merupakan gabungan atau integrasi dari Kantor Pusat 
Perbendaharaan Negara dengan Perusahaan Jawatan Perjalanan. 
        Pada tahun 1971 Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN) 
Surakarta yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 2 Gladag, Surakarta 
ditingkatkan statusnya menjadi  Kantor Bendahara Negara (KBN) 
Surakarta sebagai pecahan dari Kantor Bendahara Negara Semarang 
dengan wilayah pembayaran se-eks Karesidenan Surakarta, yaitu: 
a. Kotamadia Surakarta; 
b. Kabupaten Klaten; 
c. Kabupaten Karanganyar; 
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d. Kabupaten Sragen; 
e. Kabupaten Sukoharjo; 
f. Kabupaten Wonogiri; 
g. Kabupaten Boyolali. 
 Tahun 1975 dengan adanya perubahan Struktur Organisasi 
Departemen-departemen, nama Kantor Bendahara Negara (KBN) 
Surakarta berubah dan berkembang menjadi 3 (tiga) instansi, yaitu : 
a. Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta; 
yang bertugas khusus menangani masalah Pembiayaan dan 
Pendapatan    Negara; 
b. Kantor Kas Negara Surakarta; 
yang bertugas menangani Urusan Kas Negara; 
c. Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Surakarta. 
 Pada  tahun 1976 Kantor  Bendahara Negara Surakarta yang berada 
di Jl. Slamet Riyadi No. 2 Gladag Surakarta dipindahkan ke Jl. Slamet 
Riyadi No. 467 Kleco Surakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1983 Nomor: 
205/KMK.01/1983, Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran di 
daerah (termasuk di Surakarta) diadakan Reorganisasi dengan membentuk 
Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) di Ibukota Propinsi, maka Kantor 
Satuan Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Surakarta 
dihapuskan/dipindahkan ke Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) yang 
berkedudukan di Semarang. 
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 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia tanggal 12 Juni 1989 Nomor: 5/KMK.01/1989 diadakan 
Reorganisasi/Penyempurnaan organisasi dana Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Anggaran, Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta 
dan Kantor Kas Negara Surakarta digabung menjadi satu dengan nama 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Surakarta (KPKN), yang 
merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah 
Perbendaharaan dan Kas Negara Surakarta yang dipimpin oleh seorang 
kepala kantor dan membawahi beberapa seksi, antara lain :    
a. Sub Bagian Umum; 
b. Seksi Perbendaharaan I; 
c. Seksi Perbendaharaan II; 
d. Seksi Perbendaharaan III; 
e. Seksi Perbendaharaan IV; 
f. Seksi Pendapatan. 
g. Seksi Bank Tunggal; 
h. Seksi Bank Persepsi; 
i. Seksi Giro Pos dan Pembukuan. 
 Sejak berdiri dengan nama Central Kantor Comtabilitet (CKC) 
sampai dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) 
tugasnya adalah menyelenggarakan tugas Perbendaharaan Negara dengan 
penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perkembangan jaman. 
 xix 
 
  Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 442/KMK/.01/2001 
tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal 
Anggaran, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan Kantor Verifikasi 
pelaksanaan Anggaran, maka di samping KPKN Surakarta, di Kabupaten 
Klaten juga didirikan KPKN type B dengan Wilayah Pembayaran 
Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Selain itu, di Kabupaten 
Sragen juga didirikan KPKN type B yang mulai beroperasi sejak tanggal 1 
Oktober 2002 dengan wilayah kerja meliputi dua kabupaten dalam 
propinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten 
Karanganyar. Dengan demikian KPKN Surakarta yang tadinya 
mempunyai wilayah pembayaran 1 (satu)  kotamadya dan 6 (enam) 
Kabupatan, maka tinggal 1 (satu) kotamadya, yakni Kotamadya Surakarta, 
dan 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten 
Wonogiri. 
 Seiring dengan masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Instruksi Presiden 
Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan maka Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Surakarta mengalami perubahan 
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nomenklatuur menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Surakarta. 
 
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Surakarta. 
 Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ 
PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor KEP- /PB/200 tanggal 
2008 tentang Prodesur dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara type A1, A1 
Khusus, dan A2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta 
selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan berada di 
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Semarang dan dipimpin oleh 
seorang kepala. 
 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan bendahara 
umum, menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, serta melakukan 
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas 
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Dalam melaksanakan tugas tersebut KPPN Surakarta 
menyelenggaran fungsi : 
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a. Pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas 
nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); 
c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN; 
d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah 
disalurkan; 
e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari 
kas negara; 
f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang; 
g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara; 
h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman 
dan hibah luar negeri; 
i. penatausahaan PNBP; 
j. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi; 
k. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; 
l. pelaksanaan kehumasan; 




3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Surakarta. 
 KPPN Type A dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan terdiri 
dari 1 (satu) Subbagian dan  (lima) seksi, yaitu: 
a. Subbagian Umum; 
b. Seksi Perbendaharaan I; 
c. Seksi Perbendaharaan II; 
d. Seksi Persepsi; 
e. Seksi Bank/Giro Pos; 
f. Seksi Verifikasi dan Akuntansi; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 Struktur organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Surakarta dapat dilihat pada Lampiran 1 (halaman 65). Adapun tugas 
masing-masing subbagian/seksi adalah sebagai berikut : 
a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan: 
1) Pelaksanaan urusan kepegawaian; 
2) Pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan; 
3) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan; 
4) Penyusunan laporan keuangan; 
5) Pelaksanaan urusan kehumasan; 
6) Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; 




b. Seksi Perbendaharaan I/II mempunyai tugas melakukan: 
1) Pengujian terhadap dokumen perintah pembayaran yang 
diterbitkan Pengguna Anggaran; 
2) Penerbitan persetujuan pencairan dana; 
3) Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran; 
4) Penatausahaan dokumen pembayaran; 
5) Penyusunan laporan realisasi pembayaran; 
6) Penatausahaan dan penyusunan laporan realisasi penerimaan 
negara bukan pajak. 
c. Seksi Persepsi mempunyai tugas melakukan: 
1) Penelitian dokumen penerimaan negara; 
2) Penatausahaan dokumen penerimaan negara; 
3) Penyusunan laporan realisasi penerimaan negara. 
d. Seksi Bank/Giro Pos mempunyai tugas melakukan: 
1) Pembayaran dan penyaluran dana atas beban APBN berdasarkan 
surat perintah pencairan dana; 
2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan 
dari kas negara; 
3) Pengiriman dan penerimaan kiriman uang; 
4) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran negara; 





e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan: 
1) Verifikasi transaksi keuangan; 
2) Penyusunan Laporan Arus Kas. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan 
fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
B. Latar Balakang Masalah 
 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (  KPPN  )  Surakarta  
adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal  Anggaran  yang  berada  di  
bawah  dan bertanggungjawab   langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
XIII Direktorat Jenderal Anggaran Semarang. KPPN Surakarta dipimpin 
oleh seorang Kepala Kantor. KPPN Surakarta mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Anggaran di wilayah  
kerjanya  (Kotamadya Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten 
Wonogiri)  berdasarkan kebijakan  teknis yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Anggaran. 
  Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
telah ditegaskan  pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran 
belanja negara. Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara (BUN) dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
sebagai Kuasa BUN di Pusat, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat 
PKN, dan KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah. Sebagai Kuasa BUN di 
daerah KPPN melakukan pembayaran atas beban APBN dan PFK, serta 
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melakukan penatausahaan penerimaan negara. Dalam rangka pelaksanaan 
pembayaran, KPPN berkewajiban untuk meneliti kelengkapan perintah 
pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA, 
menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum 
dalam perintah pembayaran, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, 
memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara, menolak 
pencairan dana. Apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 
PA/Kuasa PA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
 Sejalan dengan fungsi KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, fungsi 
lainnya yang menjadi sangat penting untuk mendukung proses pencairan 
anggaran adalah pengendalian terhadap kas negara. Dalam hal ini KPPN 
akan menatausahakan aliran kas masuk sebagai penerimaan negara dan 
aliran kas keluar sebagai pencairan anggaran. KPPN harus mampu 
menyediakan dana dalam jumlah yang cukup , tepat pada waktunya pada 
saat diperlukan melalui penerapan Treasury Single Account (TSA). Dengan 
demikian peran KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah mempunyai peran 
yang sangat penting, yang secara garis besarnya yaitu: 
1. Penatausahaan penerimaan negara. 
2. Penyelenggaraan fungsi pencairan anggaran. 
3. Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 
  Transaksi atas penerimaan dan pengeluaran negara melalui KPPN 
ditatausahakan oleh Seksi Bendahara Umum (Bendum). Seksi Bendum 
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melaporkan posisi penerimaan dan pangeluaran setiap harinya kepada 
Kantor Pusat Direktorat Jendera Perbendaharaan melalui Laporan Kas 
Posisi (LKP). Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara, mengkompilasi LKP yang berasal dari KPPN 
seluruh Indonesia dan Subdirektorat Kas Umum Negara (Subdit KUN). 
Hasil kompilasi tersebut merupakan laporan realisasi penerimaan dan 
pengeluaran tingkat nasional. Informasi yang dihasilkan oleh LKP ini 
dijadikan dasar untuk melakukan pengelolaan kas negara serta digunakan 
dalam pengambilan keputusan managerial terkait dengan optimalisasi 
keuangan negara. Keakuratan dan ketepatan LKP merupakan syarat utama 
untuk menghasilkan informasi yang benar sebagai dasar pengambilan 
keputusan managerial dalam bidang pengelolaan kas negara. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul 
“EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 
NEGARA DARI SETORAN PBB DAN BPHTB PADA KANTOR 
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) 
SURAKARTA”. 
 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan guna 
lebih memfokuskan pembahasan, maka penulis di sini hanya akan 
membahas mengenai  prosedur penerimaan kas negara dari setoran PBB 
dan BPHTB melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaa Negara Surakarta, 
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adapun rumusan permasalahannya adalah “Bagaimana sistem informasi 
akuntasi penerimaan kas negara dari setoran PBB dan BPHTB pada KPPN 
Surakarta?” 
 
D. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk 
mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas negara dari 
setoran PBB dan BPHTB pada KPPN Surakarta. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh  instansi 
untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi  penerimaan kas yang 
lebih baik guna meminimalisir kesalahan. 
2. Bagi penulis 
a. Dapat membuktikan kesesuaian antara teori yang telah diperoleh 
selama masa pembelajaran dengan dunia sektor publik yang real. 
b. Mampu mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah 





3. Bagi pembaca 
a. Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan   
mengenai dunia sektor publik serta sistem informasi akuntansi 
atau prosedur penerimaan PBB dan BPHTB. 
b. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Tugas Akhir di masa 
yang akan datang. 
 
F. Metodologi Penelitian 
Faktor yang tercakup dalam metode ini adalah: 
1. Obyek Penelitian  
Obyek penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta Jl. Brigjen 
Slamet Riyadi No. 467 Surakarta.  
2. Sumber Data 
Data yang digunakan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini 
adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang 
diperoleh secara langsung dari penelitian yang dilaksanakan dengan 
melakukan wawancara langsung dengan pelaksana dan kepala seksi.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam menyusun Tugas Akhir untuk memperoleh data penulis 





a. Teknik Observasi 
Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan/penelitian secara 
langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu sistem informasi 
akuntansi penerimaan kas negara dari setoran PBB dan BPHTB 
yang diterapkan pada KPPN Surakarta. 
b. Teknik Wawancara 
Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara pada Kepala 
Seksi maupun Koordinator Pelaksana maupun Pelaksana Seksi 
Persepsi untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan suatu rangkuman dari Tugas 
Akhir yang berguna untuk memberi gambaran tentang hal-hal yang 
diuraikan dari bab pertama sampai bab akhir. 
Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum 
perusahaan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  
Bab II Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang 
tinjauan pustaka dan analisis data, serta pembahasan yang berkaitan 
dengan evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas negara dari 
setoran PBB dan BPHTB pada KPPN Surakarta. 
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Bab III Temuan. Bab ini berisi tentang temuan penulis mengenai 
kelebihan dan kelemahan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari 
setoran PBB dan BPHTB pada KPPN Surakarta 
Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari 
penulis mengenai evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas 
negara dari setoran PBB dan BPHTB pada KPPN Surakarta. 
Daftar Pustaka berisi tentang buku-buku yang dijadikan referensi 
oleh penulis. 
Lampiran berisi tentang data-data yang diperoleh dari perusahaan 

















ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
Menurut W. Gerald Cole (Accounting Systems Cecil Gillespie) 
sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh 
untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. 
Definisi prosedur menurut Mulyadi (2001:5) adalah suatu urutan 
klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 
lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem 
terdiri jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan 
klerikal. Kegiatan klerikal terdiri dari beberapa kegiatan berikut ini yang 
dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan 




d. memberi kode, 
e. mendaftar, 




2. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 
Definisi sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) 
adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 
sedemikian rupa untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan 





Sedangkan definisi sistem informasi akuntansi yang dikemukakan 
oleh Nugroho Widjajanto (2001:5) adalah susunan berbagai dokumen, alat 
komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang di desain untuk 
mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan yang 
dibutuhkan manajemen. Suatu sistem akuntansi terdiri dari rangkaian data 
akuntansi yang diproses untuk menjadi informasi akuntansi yang berguna 
untuk pembuatan keputusan di masa yang akan datang.  
a. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi. 
 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi 
(2001:19) adalah: 
1) untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan 
usaha baru, 
2) untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem 
yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, 
maupun struktur informasinya, 
3) untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 
intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan 
(reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan 
catatan yang lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 
perlindungan kekayaan perusahaan, 
4) untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan 
catatan akuntansi. 
 
b. Unsur-unsur dalam Sistem Informasi Akuntansi. 
Unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi menurut 
Mulyadi (2001:4-5) adalah: 
1) formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk 
merekam terjadinya transaksi, 
2) jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 
untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data 
keuangan dan data lainnya, 
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3) buku besar adalah rekening-rekening yang digunakan untuk 
meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 
dalam jurnal, 
4) buku pembantu merupakan rekening-rekening pembantu 
yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening 
tertentu dalam buku besar. 
5) laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berupa 
laporan keuangan yang berisi neraca, laporan laba-rugi, 
laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok 
produksi, laporan harga pokok penjualan, laporan biaya 
pemasaran, daftar umur piutang, daftar utang yang akan 
dibayar dan lain-lain. 
 
 
3. Pengertian Sistem Pengendalian Intern. 
Mulyadi (2001:163) mendefinisikan sistem pengendalian 
intern sebagai sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 
dipatuhinya kebijakan manajemen. 
a. Tujuan Sistem Pengendalian Intern. 
Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi 
(2001:163) adalah: 
1) menjaga kekayaan organisasi, 
2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
3) mendorong akuntansi, 
4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
 
b. Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern. 
Unsur pokok sistem pengendalian intern menurut Mulyadi 
(2001:163) adalah: 
1) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 
fungsional secara tegas, 
2) sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap karyawan, utang, 
pendapatan dan biaya, 
3) praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
setiap unit organisasi, 





4. Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 
Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan 
untuk membiayai kegiatan umum perusahaan (SAK, 2004:2.2). Secara 
umum definisi dari sistem penerimaan kas adalah suatu jaringan prosedur 
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan 
penerimaan kas dari penjualan rutin dan tidak rutin berdasar ketentuan-
ketentuan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan. 
 
5. Pengertian Akuntansi Sektor Publik. 
Sektor  publik menurut Mardiasmo (2004:2) adalah suatu entitas 
yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang 
dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak 
publik. Menurut Deddi Nordiawan (2007:4): 
Akuntansi Pemerintahan merupakan akuntansi yang 
mengkhususkan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang 
terjadi di badan pemerintah yang memberikan informasi keuangan 
dari entitas-entitas yang tidak mencari laba (nirlaba) yang meliputi 
pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara termasuk 
kesesuaiannya dengan UU yang berlaku. 
 
American Accounting Association (1970) menyatakan bahwa 
tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk: 
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola 
secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan 
alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. 
Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen 
(management control). 
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer 
untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola 
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secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber 
daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi 
pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas 
hasil operasi pemerintah dan peggunaan dana publik. Tujuan 
ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). 
 
 
B. Analisis Data dan Pembahasan 
Sejalan dengan fungsi KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, fungsi 
lainnya yang menjadi sangat penting untuk mendukung proses pencairan 
anggaran adalah pengendalian terhadap kas negara. Dalam hal ini KPPN akan 
menatausahakan aliran kas masuk sebagai penerimaan negara dan aliran kas 
keluar sebagai pencairan anggaran. KPPN harus mampu menyediakan dana 
dalam jumlah yang cukup , tepat pada waktunya pada saat diperlukan melalui 
penerapan Treasury Single Account (TSA). Dengan demikian peran KPPN 
sebagai Kuasa BUN di daerah mempunyai peran yang sangat penting, yang 
secara garis besarnya yaitu: 
 
4. Penatausahaan penerimaan negara. 
5. Penyelenggaraan fungsi pencairan anggaran. 
6. Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 
Transaksi atas penerimaan dan pengeluaran negara melalui KPPN 
ditatausahakan oleh Seksi Bendahara Umum (Bendum). Seksi Bendum 
melaporkan posisi penerimaan dan pangeluaran setiap harinya kepada Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Laporan Kas Posisi (LKP) 
secara online. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat 
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Pengelolaan Kas Negara, mengkompilasi LKP yang berasal dari KPPN 
seluruh Indonesia dan Subdirektorat Kas Umum Negara (Subdit KUN). Hasil 
kompilasi tersebut merupakan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 
tingkat nasional. Informasi yang dihasilkan oleh LKP ini dijadikan dasar 
untuk melakukan pengelolaan kas negara serta digunakan dalam pengambilan 
keputusan managerial terkait dengan optimalisasi keuangan negara. 
Keakuratan dan ketepatan LKP merupakan syarat utama untuk menghasilkan 
informasi yang benar sebagai dasar pengambilan keputusan managerial dalam 





1. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Negara dari Setoran PBB 
dan BPHTB pada KPPN Surakarta meliputi: 
a. Penerimaan dan Pendapatan Negara 
Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara 
(UU No. 17 Tahun 2003). Sedangkan pendapatan negara adalah 
semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005). Penerimaan negara terdiri dari: 
1) Penerimaan Perpajakan, yang terdiri dari: 
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a) Pendapatan Pajak Dalam Negeri, yang dibagi dalam: 
(1) Pajak Penghasilan (PPh), 
(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
(3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), dan 
(5) Pajak Lainnya. 
b) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, terdiri dari 
Bea Masuk dan Pajak Pungutan Ekspor. 
2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), merupakan seluruh 
penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari 
penerimaan perpajakan. PNBP terdiri atas Penerimaan Sumber 
daya Alam, Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya, Pendapatan 
BLU. 
3) Penerimaan Hibah, yaitu penrimaan yang berasal dari 
pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga 
internasional, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, 
baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang dan atau jasa, 
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar 
kembali. Penerimaan Hibah dibagi dalam penerimaan hibah 
dalam negeri dan penerimaan hibah luar negeri. 
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4) Penerimaan Pengembalian Belanja, merupakan penerimaan 
negara yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran 
berjalan yang terjadi karena kelebihan atas pembayaran belanja. 
5) Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun 
anggaran berikutnya. Penerimaan ini berasal dari: 
a) penerimaan pembiayaan dalam negeri, 
b) penerimaan pembiayaan luar negeri, 
c) penerimaan dari penjadualan kembali pokok utang dan 
bunga utang luar negeri, 
d) penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, 
e) penerimaan pembiayaan lain-lain. 
6) Penerimaan Non Anggaran merupakan penerimaan melalui 
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang tidak dianggarkan 
dalam APBN, diantaranya: 
a) transfer antarrekening pemerintah, 
b) penerimaan Potongan Fihak Ketiga (PFK), 
c) penerimaan pengembalian uang. 
Secara umum berdasar perolehannya, penerimaan negara 
yang ditatausahakan oleh KPPN dibagi atas: 
1) Penerimaan negara melalui Bank Persepsi, Bank Devisa 
Persepsi dan Pos Persepsi. 
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2) Penerimaan Negara yang berasal dari potongan SPM 
(penerimaan perpajakan, PNBP, termasuk penerimaan PFK). 
3) Penerimaan melalui Bank Tunggal/Bank Operasional yang 
meliputi penerimaan kiriman uang, pelimpahan rekening PBB 
dan BPHTB. 
 
b. Bagian yang terkait 
1) Bank/Pos Persepsi PBB dan BPHTB dan Bank Operasional III 
PBB dan BPHTB. 
Berdasar Keputusan Menteri Keuangan Rpublik 
Indonesia Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank 
sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran 
Penerimaan Negara, yang dimaksud dengan Bank/Pos Persepsi 
adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk 
menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka 
impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan 
penerimaan negara bukan pajak. Untuk Bank/Pos Persepsi PBB 
dan BPHTB hanya menerima setoran penerimaan PBB dan 
BPHTB. 
Untuk dapat ditunjuk sebagai Bank/Pos Persepsi PBB 
dan atau BPHTB, bank harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
a) mempunyai status sebagai Bank Umum; 
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b) memenuhi kriteria tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) 
bulan terakhir minimal tergolong cukup sehat; 
c) didukung dengan peralatan yang memadai; 
d) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku; 
e) bersedia diperiksa atas pelaksanaan pengelolaan setoran 
penerimaan negara yang diterimanya. 
Penunjukan sebagai Bank Persepsi PBB dan atau 
BPHTB ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku baik 
bagi kantor pusat maupun seluruh cabang-cabang bank yang 
bersangkutan. Untuk dapat ditunjuk sebagai Bank Persepsi PBB 
dan atau BPHTB, Direksi bank yang bersangkutan mengajukan 
surat permohonan (Lampiran 2.1 halaman 67) kepada Menteri 
Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan 
disampaikan kepada Direksi Bank Indonesia. Persetujuan atau 
penolakan atas permohonan untuk ditunjuk sebagai Bank 
Persepsi PBB dan atau BPHTB harus sudah ditetapkan 
selambat-lambatnya dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterimanya kelengkapan surat permohonan. 
Saat ini terdapat 29 Bank Persepsi dan 1 Pos Persepsi 
(Tabel 2.2 halaman 74) serta 3 Bank Opersional III PBB dan 3 
Bank Operasional III BPHTB. 
Berdasar Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor Kep – 07/PB/2006 tentang Penunjukan Bank/Kantor Pos 
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Persepsi PBB dan BPHTB dan Bank Opersional PBB dan 
BPHTB guna menampung penerimaan PBB dan BPHTB, maka 
ditunjuk Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi dan Bank 
Opersional III PBB dan BPHTB. 
Bank/Pos Persepsi PBB dan BPHTB berkewajiban: 
a) membuka rekening Kas Negara qq PBB dan BPHTB secara 
otomatis, 
b) melaporkan dan mengirimkan rekening Koran mingguan 
dan akhir bulan, 
c) melaporkan dan mengirimkan nota kredit/nota debet atas 
penerimaan atau pelimpahan rekening Kas Negara PBB dan 
BPHTB kepada KPPN, KPPBB/KPP Pratama dan Dipenda 
Kabupaten/Kota setempat, 
d) melimpahkan seluruh saldo rekening Kas Negara qq PBB 
dan qq BPHTB ke Bank Operasional III PBB dan BPHTB 
setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya (bila hari Jumat 
jatuh pada hari libur) pada minggu berikutnya. 
 
2) Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum bertugas: 
a) menerima dokumen harian penerimaan negara dari 
Bank/Pos Persepsi PBB dan BPHTB berupa LHP, DNP, 
Rekap DNP, SSP, ADK, Nota Kredit Penerimaan 
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PBB/BPHTB dan Nota Debet PBB/BPHTB dari BO III dan 
RTGS pada hari-hari pelimpahan, 
b) memberikan label disposisi, 
c) menerima surat permintaan konfirmasi penerimaan negara 
dari KPPN, 
d) mencatat pada buku agenda surat masuk dan meneruskan ke 
Kepala Seksi Persepsi. 
 
3) Kepala Seksi Persepsi 
Kepala Seksi Persepsi bertugas: 
a) Melakukan penatausahaan penerimaan negara yang diterima 
dari Bank/Pos Persepsi 
b) Melakukan penyusunan Daftar Perbedaan Saldo untuk 
semua Bank/Pos Persepsi 
c) Melakukan pelayanan pemberian konfirmasi mengenai 
keabsahan dan kebenaran Surat Tanda Setoran (STS) 
penerimaan negara 
d) Melakukan pendistribusian dan penyimpana dokumen 
penerimaan negara 
e) Melakukan pemantauan atas ketertiban pelimpahan 
penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi 
f) Memelihara data base dan program aplikasi Modul 
Penerimaan Negara (MPN) 
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g) Melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
penerimaan negara 
h) Melakukan penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) dari aoarat pengawasan fungsional 
 
4) Koordinator Pelaksana Seksi Persepsi  
Koordinator Pelaksana Seksi Persepsi bertugas: 
a) Menghimpun dan menyiapkan data/ dokumen penerimaan 
negara yang diterima dari Bank Persepsi, Bank Devisa 
Persepsi dan Pos Persepsi dalam rangka penatausahaan 
penerimaan negara. 
b) Membantu menyusun konsep laporan pertanggungjawaban 
penerimaan negara.  
c) Membantu menyiapkan bahan dan data yang diperlukan 
menatausahakan penerimaan negara baik yang melalui Bank 
Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi. 
d) Membantu menyusun Daftar Perbedaan Saldo pada semua 
Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi. 
e) Membantu pelayanan pemberian konfirmasi mengenai 
keabsahan dan kebenaran surat tanda setoran penerimaan 
negara. 




g) Membantu menyusun konsep surat teguran kepada Bank 
Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi. 
h) Melaksanakan pengoperasian komputer program aplikasi 
Bendum. 
i) Membantu menyiapkan data yang diperlukan dalam 
penyusunan konsep laporan berkala Seksi Bank Persepsi 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
j) Membantu menyiapkan bahan penyusunan konsep 
tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat 
pengawasan fungsional. 
k) Menyiapkan bahan dan data  penyusunan Renstra, Renja, 
RKT, PK, dan LAKIP Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara  dari Seksi Persepsi memeriksa kelengkapan berkas, 
 
5) Pelaksana Seksi Persepsi  
Pelaksana Seksi Persepsi bertugas: 
a) Membantu melakukan penatausahaan dokumen penerimaan 
negara yang diterima dari Bank/Pos Persepsi, 
b) Membantu melakukan penyusunan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan negara, 
c) Membantu melakukan penatausahaan penerimaan negara 




d) Membantu melakukan penyusunan Daftar Perbedaan Saldo 
pada semua Bank/Pos Persepsi, 
e) Membantu melakukan pelayanan pemberian konfirmasi 
mengenai keabsahan dan kebenaran surat tanda setoran 
penerimaan negara, 
f) Membantu melakukan penatausahaan arsip dokumen 
penerimaan negara, 
g) Membantu melakukan penyusunan konsep surat teguran 
kepada Bank/Pos Persepsi, 
h) Membantu melakukan pengoperasian komputer program 
aplikasi Bendum, 
i) Membantu melakukan penyusunan konsep laporan berkala 
Seksi Bank/Pos Persepsi sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas, 
j) Membantu melakukan penyusunan konsep bahan tanggapan 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan 
fungsional, 
k) Membantu melakukan penyiapan konsep Renstra, Renja, 
RKT, PK, dan LAKIP Seksi Persepsi sebagai bahan 
masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara. 
 
6) Operator Komputer Seksi Persepsi 
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Operator Komputer Seksi Persepsi bertugas: 
a) merekam/mentransfer ADK (Arsip Data Komputer) dan 
Data Pelimpahan atas penerimaan negara dari Bank/Pos 
Persepsi PBB dan BPHTB, 
b) mencetak Laporan Harian daftar selisih saldo (akhir bulan) 
dan laporan triwulanan. 
 
7) Kepala Kantor 
Kepala Kantor bertugas: 
a) memberikan catatan pada label disposisi, 
b) menetapkan dan menandatangani Surat Teguran, Surat 
Pemberitahuan, dan Surat jawaban permintaan konfirmasi. 
 
8) Kepala Seksi Bank/Giro Pos 
Kepala Seksi Bank/Giro Pos bertugas: 
a) Melakukan pembayaran pengeluaran negara. 
b) Menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) PBB/BPHTB. 
c) Menatausahaan penerimaan dan pengeluaran uang melalui 
rekening KPPN pada Bank Indonesia.  
d) Menyusun daftar selisih saldo antara Bank Indonesia/ Bank 
Operasional/Kantor Pos dengan pembukuan KPPN. 
e) Melakukan rekonsiliasi terhadap tagihan jasa 
perbendaharaan melalui giro pos.  
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f) Menyusun daftar selisih saldo antara Bank Indonesia/ Bank 
Operasional/Kantor Pos dengan pembukuan KPPN. 
g) Melakukan penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP). 
h) Mengkoordinasikan penyusunan lapora 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
Bendahara Umum. 
i) Melakukan penyusunan Laporan Penerimaan dan 
Pembagian PBB/BPHTB. 
j) Menyiapkan bahan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) dari aparat pengawasan fungsional. 
k) Melakukan pembukuan pelimpahan penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Persepsi/ Bank 
Operasional (BO). 
l) Melakukan pembukuan atas penerimaan dan pembagian 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Operasional 
III (BO III). 
m) Memelihara database dan program aplikasi Bendum. 
n) Melakukan penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil 




9) Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos. 
 Pelaksana seksi Bank/Giro Pos bertugas: 
a) Membantu meneliti/memeriksa dokumen penerimaan 
negara dari Bank/Pos Persepsi. 
b) Membantu mengawasi pelimpahan penerimaan negara ke 
BI. 
c) Membantu menatausahakan dan membuat laporan 
penerimaan negara. 
 Penelitian/pemeriksaan harus dilakukan secara detail 
termasuk jumlah transaksi dan kode MAP (Mata Anggaran 
Pendapatan) yang tercantum dalam Arsip Data Komputer (ADK) 
dan Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) yang diterima dari 
Bank/Pos Persepsi yang  bersangkutan. 
 
c. Dokumen yang digunakan 
Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Surakarta wajib 
menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib Pajak/Wajib 
Setor setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran dan wajib 
menatausahakan penerimaan negara yang diterima sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Adapun dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan 
penerimaan negara antara lain: 
1) Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) merupakan surat 
setoran yang digunakan untuk pembayaran PBB dari tempat 
pembayaran ke Bank/Pos Persepsi  PBB atau Bank Operasional I. 
Contoh SSPBB dapat dilihat dalam Lampiran 2.4.1 halaman 75. 
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2) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) 
merupakan surat setoran untuk pembayaran BPHTB dari tempat 
pembayaran ke Bank Persepsi BPHTB atau BO III. Contoh SSB 
dapat dilihat dalam lampiran 2.4.2 halaman 76. 
3) Laporan Harian Penerimaan (LHP) 
4) Nota Kredit yang digunakan untuk proses pelimpahan penerimaan 
negara ke Bank Operasional III PBB dan BPHTB. Contoh Nota 
Kredit dapat dilihat dalam Lampiran 2.7 halaman 81. 
5) Nota Debet, digunakan dalam proses pembagian ke Kas Negara, Kas 
Daerah Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten/Kota. Contoh Nota 
Debet dapat dilihat pada Lampiran 2.8 halaman 82. 
6) Arsip Data Komputer (ADK) Penerimaan Negara yang berasal dari 
Bank/Pos Persepsi. 
7) Rekening Koran/Saldo Bilyet/Berita Saldo 
8) Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor 
Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) dan dokumen 
yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi penerimaan negara yang 
berasal dari potongan SPM dengan teraan NTPN dan Nomor 
Penerimaan Potongan (NPP). Contoh BPN PBB dapat dilihat pada 
Lampiran 2.5.1 halaman 77 dan untuk BPN BPHTB pada Lampiran 
2.5.2 halaman 78. 
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9) Daftar Nominatif Penerimaan. Contoh DNP PBB dapat dilihat pada 
Lampiran 2.6.1 halaman 79 sedangkan untuk DNP BPHTB pada 
Lampiran 2.6.2 halaman 80. 
10) Buku Bank. Contoh Buku Bank Operasional PBB terdapat dalam 
Lampiran 2.9.1 halaman 83 dan Buku Bank Operasional BPHTB 
terdapat dalam Lampiran 2.9.2 halaman 84. 
11) Daftar Perbedaan Saldo Akhir Bulan Lampiran 2.10 halaman 85. 
12) Buku Pengawasan Harian Penerimaan dan Pembagian Bank 
Operasional PBB dan BPHTB yang dapat dilihat pada Lampiran 
2.11 halaman 86.  
Setoran penerimaan negara dianggap sah apabila telah 
mendapat NTPN dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor 
Transaksi Pos (NTP) atau setiap penerimaan diakui pada saat uang 
diterima kas Negara. Penerimaan yang berasal dari potongan SPM 
disahkan dengan NTPN dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP). 
 
d. Catatan Akuntansi yang digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi 
akuntansi penerimaan kas negara dari penerimaan PBB dan BPHTB 
adalah: 
1) Buku Kas Pembantu Penerimaan 
2) Laporan Harian Penerimaan (LHP) 
 




1) Prosedur Penelitian Dokumen Penerimaan Negara dari Bank 
Persepsi dan Giro Pos. 
a) Subbag Umum menerima dokumen dari Bank Persepsi/Kantor 
Pos berupa Laporan Harian Penerimaan (LHP), Daftar 
Nominatif Penerimaan (DNP), Rekapitulasi DNP, SSP, Arsip 
Data Komputer (ADK), Nota Kredit dan Real Time Gross 
Settlement (RTGS) pada hari-hari pelimpahan, mencatat pada 
buku agenda surat masuk, kemudian meneruskan ke Kepala 
Seksi Persepsi. 
b) Kepala Seksi Persepsi menerima dokumen harian penerimaan 
negara dari Bank/Pos Persepsi. 
c) Koordinator Pelaksana memeriksa kelengkapan berkas LHP, 
DNP, Rekap DNP, SSP, Nota Kredit dan RTGS dari masing-
masing Bank Persepsi/Kantor Pos serta ketepatan/keterlambatan 
penyampaian LHP dan pelimpahan penerimaan negara kepada 
Bank Indonesia (BI). 
d) Pelaksana meneliti dan mencocokkan kelengkapan berkas LHP, 
Rekap DNP, DNP dan Surat Tanda Setoran (STS), kemudian 
menyampaikan ADK dan copy Rekap DNP kepada Operator 
Komputer Persepsi atau menyiapkan Surat Teguran jika LHP 
terlambat diterima dan atau Surat Pemberitahuan ke Bank 
Indonesia jika terlambat melimpahkan penerimaan negara. 
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e) Korpel meneliti Surat Teguran atas keterlambatan penyampaian 
LHP dan atau Surat Pemberitahuan ke BI atas keterlambatan 
pelimpahan penerimaan negara dan  membubuhi paraf. 
f) Kepala Seksi Persepsi memeriksa dan memaraf Surat Teguran 
dan atau Surat Pemberitahuan. 
g) Kepala Kantor menetapkan dan menandatangani Surat Teguran 
dan atau Surat Pemberitahuan. 
 
2) Prosedur Pembukuan atas Penerimaan dan Pembagian PBB dan 
BPHTB dari Bank Operasional III 
a) Subbag Umum menerima Nota Kredit Penerimaan PBB/BPHTB 
dan Nota Debet PHP – PBB/BPHTB dari BO III, mencatat pada 
agenda penerimaan surat masuk, memberi label disposisi. 
b) Kepala Seksi Bank/Giro Pos memberikan catatan pada label 
disposisi. 
c) Kepala Seksi Bank/Giro Pos menugaskan Korpel 
menatausahakan Nota Kredit penerimaan PBB/BPHTB dan 
Nota Debet PHP – PBB/BPHTB dari BO III. 
d) Korpel mencatat pada buku pengawasan PBB/BPHTB dan PHP 
– PBB/BPHTB. 
e) Pelaksana meneliti dan menghitung jumlah penerimaan 
PBB/BPHTB yang terdapat pada Nota Kredit dengan Rekening 
Koran dan Pengeluaran PBB/BPHTB yang terdapat pada Nota 
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Debet. Pengeluaran PBB/BPHTB didasarkan pada prosentase 
bagi hasil yang telah tertera dalam Modul Penerimaan Negara. 
f) Operator Komputer Seksi Bank Giro/Pos merekam transaksi 
penerimaan /NK dan pengeluaran/ND PBB/BPHTB (dikerjakan 
setiap minggu, PBB pada hari Jumat dan BPHTB pada hari 
Rabu). 
 
3) Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Negara 
a) Operator komputer seksi persepsi merekam/mentransfer ADK 
dan data pelimpahan (pada hari pelimpahan) atas penerimaan 
negara dari Bank/Pos Persepsi, mencetak laporan harian, daftar 
selisih saldo (akhir bulan) dan laporan triwulanan (denda tilang). 
b) Pelaksanan Seksi Persepsi meneliti realisasi penerimaan negara 
berupa: 
(1) Laporan harian BKPP, Rekap BKPP,BKPK, Rekap BKPK, 
Buku Bank Persepsi Umum dan Buku Bank, 
(2) Daftar selisih saldo, 
(3) Laporan triwulanan denda tilang. 
c) Korpel meneliti kelengkapan dan kebenaran laporan harian, 
meneliti kebenaran saldo yang tercantum dalam rekening koran 




d) Kepala seksi persepsi memeriksa dan menandatangani laporan 
dan daftar selisih saldo. 
e) Pelaksana memilah laporan harian dan daftar selisih saldo 
berikut lampiran dan meneruskan ke Seksi Bank/Giro Pos untuk 
ditatausahakan. Meneruskan laporan penerimaan denda tilang ke 
Sub Bagian Umum. 
 
4) Prosedur Penyusunan Daftar Perbedaan Saldo untuk Bank Indonesia 
dan Bank Operasional 
a) Kepala Seksi Bank/Giro Pos menugaskan Korpel membuat 
Daftar Perbedaan Saldo antara rekening Koran Bank dan Buku 
Bank Operasional. 
b) Korpel menerima Rekening Koran bulanan dari BI/BO I, BO II 
dan BO III, meneliti dan mencatat saldo akhir bulan dari Buku 
Bank Operasional , menghitung selisih saldo antara rekening 
Koran Bank dengan Buku Bank Operasional, mencocokkan 
seluruh penerimaan dan pengeluaran yang  tercatat pada buku 
Bank Operasional dengan yang tercatat pada Rekening Koran 
Bank, mencatat penerimaan dan pengeluaran yang ada pada 
Buku Bank Operasional dengan yang tidak tercatat pada 
Rekening Koran Bank dan sebaliknya. 
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c) Pelaksana membuat daftar perbedaan saldo antara Rekening 
Koran Bank dengan Buku Bank Operasional beserta 
penjelasannya. 
d) Korpel memeriksa Daftar Perbedaan Saldo dan membubuhi 
paraf. 
e) Kepala Seksi Bank/Giro Pos memeriksa dan menandatangani 
Daftar Perbedaan Saldo. 
f) Pelaksana membubuhi stempel Dinas dan meneruskan ke Sub 
Bagian Umum. 
 
f. Bagan Alir (flow chart) 
Bagan alir jaringan prosedur penerimaan kas negara dari 
setoran PBB dan BPHTB pada KPPN Surakarta masih sangat 
sederhana. Bagan alir tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.13 
halaman 87. 
 
g. Modul Penerimaan Negara 
1) Pelimpahan Penerimaan PBB dan BPHTB ke Rekening Kas 
Negara 
Bank/Pos Persepsi setelah menerima setoran PBB dari 
tempat pembayaran atau setoran BPHTB dari wajib setor segera 
menatausahakan penerimaan tersebut. Pada hari Jumat atau hari  
kerja berikutnya bila hari Jumat jatuh pada hari libur, Bank/Pos 
Persepsi PBB/BPHTB melimpahkan penerimaan tersebut ke BO 
III PBB/BPHTB. Penerimaan yang dilimpahkan tersebut 
merupakan penerimaan setoran pada hari Kamis pukul 15.00 
minggu sebelumnya sampai dengan hari Kamis pukul 15.00 
 lvi 
 
waktu setempat minggu berkenaan baik untuk PBB maupun 
BPHTB. 
Atas penerimaan yang dilakukan oleh Bank/Pos 
Persepsi, maka BO III PBB pada hari Jumat atau hari kerja 
berikutnya bila hari Jumat jatuh pada hari libur membagi habis 
penerimaan PBB kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara untuk BO III 
BPHTB hari Rabu atau hari kerja berikutnya bila hari Rabu 
jatuh pada hari lebur membagi habis penerimaan BPHTB. 
Atas pelimpahan yang dilakukan oleh Bank/Pos 
Persepsi, KPPN meneliti/memeriksa Nota Debet Pelimpahan 
dan LHP, DNP, ADK, NK, yang dikirimkan Bank/Pos Persepsi. 
Dalam hal pembagian penerimaan oleh BO III, maka KPPN 
menerima dan meneliti Rekening Koran (RK) serta 
membukukan Nota Kredit (NK) dan Nota Debet (ND) yang 
dikirimkan oleh BO III. Atas semua transakasi pelimpahan dan 
pembagian tersebut, Nota Kredit dan Nota Debet PBB/BPHTB 
direkam dalam aplikasi oleh operator Bendum. 
Dalam hal ini Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi 
dilarang mengadakan kerja sama dengan bank yang tidak 
ditunjuk/ditetapkan sebagai Bank Persepsi atau dengan kantor  












Gambar 2.1 Proses Penerimaan dan Pencairan Dana PBB/BPHTB 
 
Terhadap Bank Persepsi yang terlambat atau tidak 
melimpahkan  setoran  penerimaan negara sampai batas waktu 
yang ditentukan dikenakan saksi administrasi berupa denda 
bunga sebesar 3% (tiga perseratus) perbulan dari jumlah setoran 
penerimaan negara yang seharusnya dilimpahkan. Dalam hal 
Bank Persepsi melakukan pelanggaran maka Menteri Keuangan 
melalui Direktur Jenderal Anggaran akan memberikan 
peringatan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 
Apabila hingga sebanyak 3 (tiga) kali peringatan yang diberikan 
belum juga diindahkan maka Menteri Keuangan dapat mencabut 






· Setiap hari Jumat melimpahkan ke BO III 
(Nota Kredit) 
· Setiap hari kerja menerima setoran dari 
WP atau Petugas Pemungut (SPPT) 
· Setiap hari Jumat memindahbukukan ke 
bank Persepsi (SSPBB) 
· Setiap hari Jumat membagikan ke Pem. 
Pusat dan Pem. Kabupaten/Kota (PBB) 
· Setiap hari R bu membagikan ke Pem. 










Bank/Pos Persepsi menyusun Laporan Harian 
Penerimaan (LHP) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) LHP berisi penerimaan negara yang diterima pukul 15.00 
hari sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu 
setempat hari berkenaan. 
b) LHP terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, 
Rekapitulasi Nota Kredit dan DNP. 
c) LHP disusun per nomor rekening pernerimaan dan DNP 
disusun per MAP dan NTB/NTP. 
d) LHP, BPN, dan ADK disampaikan ke KPPN paling lambat 
pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya. 
e) LHP segera diperbaiki apabila ditemukan kesalahan oleh 
KPPN dan mengirimkannya kembali paling lambat pukul 
17.00 waktu setempat. 
 
2) E-pay Point 
Atas penerimaan yang berasal dari potongan SPM, 
KPPN melakukan pengesahan untuk mendapatkan NTPN paling 
lambat setiap akhir hari kerja. Akses NTPN diperoleh melalui 
aplikasi e-Pay Point. Penggunaan e-Pay Point ini didasarkan 
pada NPWP. Bila NPWP ini tidak valid, maka NTPN tersebut 
tidak akan dapat diakses. 
 
3) Pemindahbukuan Penerimaan PBB dan BPHTB 
Di samping mengelola transaksi penerimaan dan 
pengeluaran negara baik yang merupakan belanja Kementrian 
Negara/Lembaga (KPA), KPPN juga menatausahakan 
pemindahbukuan (penerimaan dan pengeluaran kiriman uang. 
Pemindahbukuan kiriman uang merupakan  perpindahan dana 
dari satu rekening ke rekening lainnya yang disebabkan 
kekurangan (kebutuhan) atau kelebihan dana pada rekening 
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tersebut atau disebabkan karena ketentuan mengharuskan untuk 
melimpahkan. Pemindahan kiriman uang yang dikelola KPPN 
terdiri dari Pemindahbukuan Intern KPPN, Kiriman Uang Antar 
KPPN, Kiriman Uang KPPN ke Rekening 500.000000. 
Sedangkan Pemindahan Kiriman Uang dari Rekening 
500.000000 ke rekening 502.000000 dikelola oleh Kantor Pusat 
Ditjen Perbendaharaan. 
Pemindahbukuan intern KPPN terkait dengan 
penerimaan PBB dan BPHTB terdiri dari: 
a) Penerimaan pemindahbukuan Intern KPPN kode MA 
814311 
b) Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke BO I kode MA 
814312 
c) Pemindahbukuan dari Bank Operasional ke Bank Tunggal 
kode MA 814313 
d) Pemindahbukuan dari BO III ke Bank Tunggal/BO I kode 
MA 814321 
e) Penerimaan pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke 
BO III kode Ma 814322 
f) Penerimaan pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB 
ke BO III kode Ma 814323 
 
 Berdasar hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 
transaksi pemindahbukuan kiriman uang intern KPPN data 
dikelompokkan sesuai dengan bank operasional/kantor pos 
sebagai: 
a) Bank Tunggal (Rek. 501.00000X KPPN) 
Bank Tunggal adalah Bank Indonesia yang 
mengelola penerimaan dan pemgeluaran negara yang 
membebani Rekening Kas Negara. Pemindahbukuan 
kiriman uang intern KPPN pada rekening 501.00000X 
KPPN pada Bank Indonesia berasal dari Bank/Pos Persepsi 
dan BO III. Untuk Pemindahbukuan kiriman uang intern 
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KPPN pada rekening 501.00000X KPPN pada Bank 
Indonesia yang berasal dari BO III terdiri dari: 
(1) Pelimpahan dari BO III PBB yang dilakukan setiap 
hari Jumat, yaitu sebesar 10% PBB bagian Pemerintah 
Pusat dan 9% PBB untuk upah pungut. Apabila hari 
Jumat jatuh pada hari libur, maka pelimpahan 
dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
(2) Pelimpahan dari BO III BPHTB dilakukan setiap hari 
Rabu, yaitu sebesar 20% BPHTB bagian Pemerintah 
Pusat. Apabila hari Rabu jatuh pada hari libur, maka 
pelimpahan dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
 
b) Bank Operasional III PBB/BPHTB 
Bank Operasional III adalah bank yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia untuk 
mengelola penerimaan PBB dan BPHTB yang membebani 
Rekening Kas Negara. Bank Operasional III KPPN terdiri 
dari BO III PBB dan BO III BPHTB.  
Pemindahbukuan intern BO III berasal dari 
pelimpahan penerimaan dari Bank Persepsi PBB dan Bank 
Persepsi BPHTB, serta pemindahbukuan untuk pelimpahan 
Bagi Hasil PBB dan Bagi Hasil BPHTB ke rekening 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasar 
prosentase tertentu menurut peraturan yang berlaku. 
Pemindahbukuan penerimaan kiriman uang intern KPPN 
pada BO III yaitu: 
(1) Penerimaan BPHTB yang diterima dari Bank Persepsi 
BPHTB setiap hari Jumat. 
(2) Penerimaan PBB yang diterima dari Bank Persepsi 




(3) Penerimaan PBB yang diterima dari Bank Persepsi 
PBB untuk PBB Migas dan Panas Bumi yang diterima 
secara triwulanan. 
Berikut adalah daftar Bank Opersional III PBB dan 
BPHTB: 









Bank Operasional III PBB  











Bank Operasional III BPHTB 




Tabel 2.2 Daftar Bank Operasional III  
 
4)  Transfer (Pembagian) ke Daerah 
Transfer ke daerah terdiri dari transfer dana 
perimbangan dan dana transfer otonomi khusus san 
penyesuaian yang berfungsi untuk membantu kemampuan 
keuangan daerah. Transfer dana perimbangan terdiri dari Dana 
Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH cukai dan tembakau, DBH 
Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK). Transfer Dana Otonomi Khusus dan 
Penyesuaian terdiri dari Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi 
NAD dan Papua, serta dana penyeimbang. DBH Pajak teriri 
dari DBH PBB, DBH BPHTB, DBH PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan DBH PPh Ps. 21. 
Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB melibatkan 
KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah dan juga BO III Mitra 
Kerja KPPN setempat. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan (Ditjen PK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) atas transfer ke daerah melimpahkan wewenang 
melakukan transfer  DBH PBB dan DBH BPHTB melalui 
Surat Kuasa Umum (SKU) kepada KPPN. Selanjutnya KPPN 
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menerbitkan SKU kepada BO III PBB dan BPHTB. Dengan 
SKU tersebut, BO III PBB dan BPHTB diberi wewenang 
untuk secara langsung membagi penerimaan PBB dan BPHTB 
kepada pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan yang 




















TOTAL 100% 100% 
  
Tabel 2.3  Prosentase Pembagian PBB dan BPHTB 
 
5) PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi 
PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi tidak disetor 
langsung oleh wajib pajak melalui Bank Persepsi, melainkan 
dibayarkan dari rekening Menteri Keuangan pada Bank 
Indonesia yang digunakan sebagai penampungan sementara 
penerimaan negara dari Pertambangan Migas dan Panas Bumi. 
Hal terebut terkait atas perjanjian kontrak kerja sama 
pertambangan migas dan panas bumi dengan pihak kontraktor, 
bahwa penerimaan bagian pemerintah termasuk di dalamnya 
kewajiban perpajakan yang harus dibayar kontraktor ke rekening 
penampungan sementara penerimaan negara pada BI, oleh 
karena itu penerimaan terkait dengan kegiatan usaha 
pertambangan migas dan panas bumi dilakukan terpusat pada 
BI. 
Realisasi pembayaran PBB Migas dilaksanakan per 
triwulan dan pada akhir tahun dilaksanakan pembayaran 
pelunasan (4-5 kali/tahun). Pembayaran PBB Migas dan Panas 
Bumi diajukan oleh Ditjen Pajak kepada Ditjen Anggaran. 
Berdasarkan permintaan Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran 
 lxii 
 
mengajukan permintaan pemindahbukuan pembayaran PBB 
Pertambangan Migas kepada Ditjen Perbendaharaan, yang 
kemudian mengajukan surat permintaan pemindahbukuan 
kepada Bank Indonesia agar memindahbukukan dari rekening 
Menteri Keuangan ke rekening Bank Persepsi PBB seluruh 
kabupaten/kota. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
127/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2007 tentang perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 
dan Energi Panas Bumi, mengatur pemindahbukuan PBB 
Pertambangan Migas dan Energi Panas Bumi dari BI ke 
rekening Bank Persepsi PBB pada Kabupaten/kota. Prosedur 
pembayaran dan pencatatan PBB Pertambangan Migas dan 
Panas Bumi pada KPPN diatur sebagai berikut: 
a) Bank Persepsi PBB yang menerima pemindahbukuan dari 
BI adalah Bank Persepsi yang juga ditunjuk sebagai BO III. 
b) setelah menerima pemindahbukuan dari BI, Bank Persepsi 
PBB wajib menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) 
atas penerimaan tersebut dengan mencantumkan Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor 
Transaksi Bank (NTB) dengan kode akun 411315 
(pendapatan PBB Pertambangan). 
c) pada hari yang sama setelah melakukan pencatatan, Bank 
Persepsi PBB wajib melimpahkan penerimaan tersebut ke 
rekening BO III. 
d) BO III yang menerima pelimpahan dari Bank Persepsi PBB, 
membagi kepada yang berhak pada hari Jumat berkenaan 






Seksi Bendum wajib melakukan konfirmasi ke bank/pos 
persepsi apabila menemukan kesalahan/ketidakcocokan data 
transaksi dalam ADK dan DNP pada hari berkenaan. Atas 
penatausahaan dimaksud Seksi Bendum wajib menatausahakan 
arsip dokumen penerimaan negara (ADK, LHP, DNP, NK, ND, 
Rekap Transaksi NK) dari Bank/Pos Persepsi. 
Sebelum KPPN menyusun laporan harian, terlebih 
dahulu harus dilakukan rekonsiliasi yang disebut rekon bawah 
dengan men-download data base MPN mulai pukul 16.00 
sampai dengan pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya dan 
mencocokkannya dengan LHP yang dikirim oleh masing-
masing bank persepsi. Sebelum rekon bawah dapat dilakukan, 
terlebih dahulu dilakukan rekon atas antara kantor pusat bank 
dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (saat ini oleh Tim 
Operasional MPN). Rekon atas dilakikan paling lambat pukul 
16.00 WIB (sesuai Perdirjen PBN No.PER-78/PB/2006). 
Namun karena terdapat kendala, maka rekon atas dilaksanakan 
paling lambat pukul 09.00 WIB hari kerja berikutnya. Rekon 
atas dan rekon bawah dilakukan melalui sistem aplikasi yang 
tersedia. Bila pada saat rekon bawah dilaksanakan terdapat 
perbedaan, maka KPPN mengembalikan/memberitahukan 
kepada bank bersangkutan untuk diperbaiki selambat-lambatnya 
pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya. 
Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan penerimaan 
negara antara lain: 
a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 
tentang Modul Penerimaan Negara. 
b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan 
Negara. 
c) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
78/PB/2008 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara 




2. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Negara dari Setoran 
PBB dan BPHTB pada KPPN Surakarta. 
Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan kas negara dari 
setoran PBB dan BPHTB pada KPPN Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Evaluasi terhadap bagian yang terkait 
Bagian yang terkait dalam sistem informasi akuntansi 
penerimaan kas dari penerimaan setoran PBB dan BPHTB pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta sudah cukup 
baik. Hal ini didukung dengan adanya program pemeriksaan 
mendadak, perputaran jabatan pegawai di semua bagian tanpa 
terkecuali serta didukung oleh koordinasi tugas yang oleh seluruh 
pegawai maka pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan 
tepat sesuai waktu. 
Akan tetapi masih ditemukan kurangnya kepatuhan oleh 
petugas bank/kantor pos persepsi terhadap ketentuan yang terdapat 
pada Modul Penerimaan Negara (MPN). Sehingga perlu dilakukan 
sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan mengadakan 
semacam seminar atau pengarahan kepada petugas bank/pos 
persepsi. 
 
b. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan 
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Dokumen yang digunakan di dalam sistem informasi 
akuntansi penerimaan kas dari penerimaan PBB dan BPHTB pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta cukup 
memadai. Dokumen yang berasal baik dari Bank/Pos Persepsi 
maupun Bank Operasional III PBB/BPHTB sudah disertai teraan 
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) berdasar NPWP yang 
artinya transaksi tersebut telah secara otomatis tertera dalam ADK 
yang mana data tersebut langsung dapat diakses melalui jaringan 
internet untuk mengetahui keabsahan dan keakuratannya. Sehingga 
tindakan penipuan baik dari pihak luar maupun dalam tidak 
dimungkinkan untuk terjadi. 
Namun pembukuan oleh KPPN tetap harus dilakukan untuk 
proses yang lebih lanjut yakni pelaporan ke Seksi Verifikasi dan 
Akuntansi. Sehingga selisih kurang atau lebih mengenai jumlah 
saldo pelimpahan dapat segera diketahui dan segera dapat diterbitkan 
Surat Permintaan Konfirmasi ke Bank/Pos Persepsi. 
 
c. Evaluasi terhadap catatan akuntansi 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi 
akuntansi penerimaan kas negara dari penerimaan setoran PBB dan 
BPHTB sudah cukup baik. 
 
d. Evaluasi terhadap prosedur yang membentuk sistem 
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Jaringan prosedur yang membentuk sistem informasi 
akuntansi penerimaan kas dari penerimaan setoran PBB/BPHTB 
pada KPPN Surakarta sudah cukup jelas, yakni terdiri dari prosedur 
penelitian dokumen penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi, 
prosedur pembukuan atas penerimaan dan pembagian PBB dan 
BPHTB dari Bank Opersional III, prosedur penyusunan Laporan 
Realisasi Penerimaan Negara dan prosedur penyusunan daftar 
perbedaan saldo. 
 
e. Evaluasi mengenai bagan alir (flow chart) 
Bagan alir (flow chart) dalam sistem informasi akuntansi 
penerimaan kas negara dari penerimaan setoran PBB/BPHTB masih 
sangat sederhana, evaluasi mengenai bagan alir pnenerimaan kas 
negara dari setoran PBB dan BPHTB dapat dilihat pada Lampiran 



























Dalam penelitian kali ini, berdasarkan analisis dan pembahasan yang 
terdapat pada sistem infomasi akuntansi  penerimaan kas negara yang berasal dari 
penerimaan setoran PBB dan BPHTB pada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan 
Negara Surakarta, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan. 
  




1. Setiap dokumen telah diotorisasi oleh pihak yang berwewenang, dalam 
hal ini adalah Bank/Pos Persepsi dan Bank/Pos Operasional III. 
Pengarsipan dokumen dilakukan per tanggal, hal tersebut dilakukan agar 
dapat memudahkan pengawasan dalam penggunaan dokumen dan 
memudahkan dalam pengarsipan, sehingga apabila ada dokumen yang 
dibutuhkan kembali  dikemudian hari karyawan dapat mempercepat 
pencarian dokumen. 
2. Setiap transaksi penerimaan setoran PBB dan BPHTB telah terdaftar 
dalam ADK dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 
yang dapat secara langsung diketahui kebenaran saldo dan 
pelaksanaannya apakah transaksi telah benar-benar terjadi dan nominal 
yang tertera adalah sesuai dengan yang diterima. 
3. Terkait dengan pengendalian intern yang terdapat di KPPN Surakarta 
pada Seksi Persepsi yakni adanya pengecekkan kembali saldo penerimaan 
kas negara yang telah dilakukan dengan cukup baik. Kegiatan ini 
dilakukan oleh Koordinator Pelaksana dan Pelaksana Seksi Persepsi 
dengan mencantumkan hasil perhitungan kembali dan dipertebal dengan 
menggunakan stabilo, barulah otorisasi dokumen oleh Kepala Seksi 
Persepsi maupun Kepala Bank/Giro Pos dilakukan sehingga dapat 
meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan yang disengaja maupun 
tidak. 
4. Penyimpanan dokumen penerimaan negara sudah cukup terawat, yakni 




dan diurutkan berdasarkan tanggal transaksi. Kemudian disusun secara 
rapi pada rak yang telah disediakan. Sehingga akan mempermudah dalam 
pencarian kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. 
 
B. KELEMAHAN 
1. Kurangnya kecakapan pegawai dalam pengoperasian aplikasi komputer. 
Tidak semua pegawai mampu menguasai dan menjalankan aplikasi 
dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan apabila 
pegawai dalam bidang itu berhalangan masuk. 
2. Pelaporan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan kadang  
mengalami kendala yang disebabkan karena jaringan internet yang sibuk, 
sehingga kemungkinan terjadi keterlambatan pelaporan. 
3. Dalam bagan alir penerimaan kas negara dari setoran PBB dan BPHTB 
masih sangat sederhana. Masih belum jelas dokumen mana yang diterima 
dan ditatausahakan. Sehingga perlu diperjelas dalam penulisan bagan alir 
agar dapat dipahami dengan mudah. Rekomendasi untuk bagan alir 
penerimaan kas negara dari setoran PBB dan BPHTB dapat dilihat pada 


























Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta adalah instansi 
vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang 




Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan bendahara 
umum, menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, serta melakukan 
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas 
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana 
dalam hal ini KPPN menatausahakan aliran kas masuk sebagai penerimaan 
negara. 
Sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari penerimaan 
setoran PBB dan BPHTB dilakukan melalui serangkaian prosedur yakni 
prosedur penelitian dokumen penerimaan negara dari Bank/Pos Persepsi, 
prosedur pembukuan atas penerimaan dan pembagian PBB dan BPHTB dari 
Bank Operasional III, prosedur penyusunan laporan realisasi penerimaan 
negara dan prosedur penyusunan daftar perbedaan saldo untuk Bank 
Indonesia dan Bank Operasional . 
  
Sistem pengendalian intern yang terdapat pada KPPN Surakarta 
sudah cukup baik, yang  mensyaratkan adanya pemisahan fungsi secara tegas 
antara bagian pelaksana, penatausahaan dan pencatatan. Pemisahan jabatan 
telah dilakukan sehingga hal tersebut mampu meminimalisir adanya tindak 
penyelewengan. Semua dokumen telah mendapat otorisasi dari pihak terkait 
dengan adanya pembubuhan paraf maupun tanda tangan. Semua transaksi 
penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi telah diakses melalui internet 
dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) berdasar atas NPWP, 




Terdapat perbedaan antara penerimaan PBB dan BPHTB yang 
dapat dilihat melalui Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) dan 
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB). Untuk 
penerimaan PBB nama penyetor atas nama Bank/Pos Persepsi, artinya 
Bank/Pos Persepsi mengkoordinir seluruh penerimaan PBB dari wajib pajak 
bayar/setor dan melimpahkan ke Bank Operasional III atas nama Bank/Pos 
Persepsi. Sedangkan untuk penerimaan BPHTB, Bank/Pos Persepsi 
melimpahkan ke Bank Operasional III atas nama wajib pajak bayar/setor. 
Secara umum penulis berkesimpulan bahwa sistem informasi 
akuntansi penerimaan kas negara dari penerimaan setoran PBB dan BPHTB 
pada  KPPN Surakarta sudah cukup baik. Adanya pemisahaan fungsi dan 
koordinasi mampu melancarkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan 
penerimaan negara dari penerimaan PBB dan BPHTB.  
 
B.  SARAN  
 Guna memperlancar kegiatan operasional penatausahaan 
penerimaan negara dari penerimaan PBB dan BPHTB pada KPPN Surakarta 
maka perlu dilakukan koreksi sistem informasi akuntansi, di antaranya 
sebagai berikut: 
1. Pemberian pelatihan dan pendalaman aplikasi komputer kepada sejumlah 
karyawan seluruh seksi KPPN Surakarta sehingga apabila terjadi 
hambatan yang dikarenakan karyawan yang berhalangan hadir dapat 
digantikan oleh karyawan yang memiliki pemahaman dan kemampuan 
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yang lebih tinggi. Sehingga pelaksanaan pencatatan dan penatausahaan 
seluruh kegiatan penerimaan dan pelimpahan dapat berjalan dengan lancar. 
2. Keterlambatan pelaporan penerimaan negara yang dilakukan oleh KPPN 
Surakarta kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara 
karena jaringan internet yang sibuk adalah suatu hal yang wajar dan 
tidaklah dalam jangka waktu yang panjang melainkan hanya sejenak. 
Namun petugas sering lalai dalam melaporkan penerimaan sehingga 
terjadi keterlambatan pelaporan. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya 
petugas operator komputer harus sering mencoba melaporkan sampai 
laporan diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Negara sehingga keterlambatan laporan tidak terlalu lama. 
3. Adanya perbaikan dalam bagan alir prosedur penerimaan kas negara dari 
setoran PBB dan BPHTB agar lebih jelas dipahamai dan mudah diterima 
maksud dan tujuannya dengan menjelaskan dokumen maupun catatan 
akuntansi yang digunakan dalam prosedur penerimaan negara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
